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HALAMAN ABSTRAK 

Zaki Aqil Nashrullah. Analisis Normatif terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca 

Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia. Pembimbing I: Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag. 

Pembimbing II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga, 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.  

Kewajiban nafkah pasca perceraian merupakan salah satu bentuk perlindungan 

hukum terhadap mantan istri dan anak yang tetap memiliki hak-hak tertentu setelah 

putusnya perkawinan. Hukum positif Indonesia telah mengatur kewajiban tersebut 

melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang 

Perlindungan Anak, serta diperkuat oleh kebijakan Mahkamah Agung. Namun 

demikian, meskipun berbagai pengaturan tersebut telah memberikan dasar normatif 

bagi keberadaan hak dan kewajiban nafkah pasca perceraian, keterhubungan antara 

pengakuan hak dengan mekanisme yang menjamin pelaksanaan, pengawasan, 

penegakan, dan keberlanjutan pemenuhannya belum terbentuk secara utuh, 

sehingga masih terdapat jarak antara pengakuan normatif atas hak dan realisasinya 

setelah perceraian. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis 

secara deskriptif-analitis melalui teknik interpretasi hukum, sistematisasi hukum, 

dan konstruksi hukum. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai 

grand theory, Teori Perlindungan Hukum sebagai middle theory, serta Teori Sistem 

Hukum dan Teori Politik Hukum sebagai applied theory.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan kewajiban nafkah pasca 

perceraian dalam hukum positif Indonesia telah memiliki landasan normatif yang 

tersebar dalam (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: pasal 34 dan 41 huruf c; (2) Kompilasi 

Hukum Islam: Pasal 77, 80, 105, 149, 156; (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 

Tentang Perlindungan Anak, dan secara fungsional saling berkaitan. Namun, 

persoalan mendasarnya bukan terletak pada ketiadaan norma yang mengakui hak, 

melainkan pada keterputusan sistemik antara pengakuan normatif atas hak 

(normative recognition) dan jaminan realisasi hak (rights realization). Keterputusan 

tersebut termanifestasi dalam fragmentasi fungsional pengaturan, yaitu belum 

terhubungnya secara berkesinambungan fungsi penentuan kewajiban, pelaksanaan, 

pengawasan, penegakan, serta keberlanjutan pemenuhan hak. Kedua, keterbatasan 

tersebut dipengaruhi oleh: (1) belum terintegrasinya komponen pengaturan pada 

aspek substansi hukum; (2) adanya keterputusan struktural pascaputusan pada 

aspek struktur hukum, serta orientasi pengaturan yang masih lebih kuat pada 

penyelesaian sengketa (dispute resolution oriented), dan; (3) belum sepenuhnya 

bertransformasi menuju perlindungan hak yang berkelanjutan (rights protection 
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oriented) pada aspek budaya hukum. Ketiga, formulasi ideal diarahkan pada 

pembentukan keterhubungan sistemik antara penentuan kewajiban nafkah, 

pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta evaluasi dan penyesuaian untuk 

menjamin keberlanjutan pemenuhan nafkah. Formulasi tersebut menempatkan 

perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan dan penetapan hak dalam 

norma maupun putusan pengadilan, tetapi berlanjut hingga hak tersebut dapat 

direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi utama 

penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual pengaturan 

kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai sistem perlindungan hak berkelanjutan 

yang menghubungkan pengakuan normatif, realisasi hak, fragmentasi fungsional, 

dan perlindungan pascaputusan.  

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian, Hukum Positif Indonesia, 

Perlindungan Hukum, Realisasi Hak, Perlindungan Pascaputusan. 
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HALAMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman 

Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin. 

 Th : ط .A  16 : ا .1

 Zh : ظ .B  17 : ب .2

 ' : ع .T  18 : ت .3

 Gh : غ .Ts  19 : ث .4

 F : ف .J  20 : ج .5

 Q : ق .H  21 : ح .6

 K : ك .Kh  22 : خ .7

 L : ل .D  23 : د .8

 M : م .Dz  24 : ذ .9

 N : ن .R  25 : ر .10

 H : و .Z  26 : ز .11

 W : ه .S  27 : س .12

 ` : ء .Sy  28 : ش .13

 Y : ي  .Sh  29 : ص .14

      Dh : ض .15

 

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan 

alih aksara sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 a Fathah ــَ

 i Kasrah ــِ

 u Dhammah ــُ
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Kata sandang: Contoh:  (الر ِّجَال)  al-rijȃl bukan ar-rijȃl,  ( الد ِّيْ وَان)  al-dîwȃn bukan ad-

dîwȃn. 

Syiddah: Misalnya, kata (َالضَّرُوْرة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, 

demikian seterusnya. 

 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 ai a dan i ــَ ي 

 au a dan u ــَ و 

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan 

dengan harakat dan huruf sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 ȃ a dengan topi di atas باَ

 î i dengan topi di atas بِي

 û u dengan topi di atas بوُ 

 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. 

Contoh: al-rijȃl bukan ar-rijȃl, al-dîwȃn bukan ad-dîwȃn. 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda (َــ   dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan (ـ

huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang 

menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf 
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syamsiyah. Misalnya, kata (َالضَّرُوْرة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, 

demikian seterusnya. 

5. Ta Marbûtah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang 

berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ lihat contoh 1 di 

bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na’t) 

(lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata benda (ism), 

maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3). 

No. Kata Arab Alih Aksara 

 Tharîqah طَرِّيْ قَة  1

سْلََمِّيَّة  الْْاَمِّعَةِّ  2  Al-Jȃmîah al-Islȃmiyyah الِّْْ

 Wahdah al-Wujûd الْوُجُوْد  وَحْدَة 3

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara 

ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam 

ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama 

tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-

Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 

sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf 

cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis 

dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 
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Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari 

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari 

bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-

Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 

7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis 

secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam 

Bahasa Arab. 

Aksara Arab Alih Aksara 

 dzahaba al-ustȃdzu ذَهَبَ الُْْسْتَاذُ 

 tsabata al-ajru الَْْجْرُ ثَ بَتَ 

 al-harakah al-‘ashriyyah الْْرَكََة الْعَصْرِّيَّة 

 asyhadu an lȃ ilȃha illa Allȃh أَشْهَدُ أَنْ لََ إِّلٰهَ إِّلََّ الله

 mawlȃnȃ Malik al-Shȃlih مَوْلََنََ مَلِّك الصَّالِّح 

 yu’tsirukum Allȃh يُ ؤْثِّركُُمُ الله 

 al-mazhȃhir al-‘aqliyyah يَّة الْمَظاَهِّر الْعَقْلِّ 

سْتِّطْلََع   ’hub al-istithlȃ حُبُّ الِّْْ

 al-mȃddah al-mashnû’ah al-hayawȃn الْمَادَّة الْمَصْنُ وْعَة مِّنَ الْْيََ وَان 

 tharf al-‘ayni طَرْفُ الْعَيْ 

 al-musȃhamah الْمُسَاهَََة 

 man salaka tharîqan مَنْ سَلَكَ طَرِّيْ قًا 
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